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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih baik tentang perlindungan hukum bagi pengguna jalan sehubungan dengan keberadaan tiang listrik di jalan Bung Tomo Samarinda Seberang (Diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan). Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan analisis deskriptif kualitatif dimana penulis menguraikan permasalahan perlindungan hukum bagi pengguna jalan dengan berpedoman pada aturan hukum positif yang berkaitan langsung dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk pengguna jalan di kota Samarinda Seberang Jalan Bung Tomo Kota Samarinda dalam hal tugas dan fungsi sebagai penyelenggara jalan atas terjadinya kemacetan arus lalu lintas serta kecelakaan pengguna jalan akibat pembangunan jalan yang meninggalkan tiang listrik di bahu jalan, diberikan perlindungan berupa penyediaan dana maupun asuransi terhadap korban sesuai aturan yang berlaku berkaitan lansung dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam hal perlindungan hukum sebagaimana judul skripsi ini maka instansi terkait baik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur maupun PT. PLN Area (Persero) Samarinda diharapkan untuk mengkoordinasikan sebaik mungkin serta menyingkronkan pelaksanaan tugas-tugas tertentu agar tidak terjadi miskomunikasi yang berakibat pada terhambatnya kelancaran program kerja baik yang dilaksanakan sendiri oleh instansi terkait maupun yang dikerjakan oleh pihak kedua (kontraktor) seperti hal nya proyek  pembangunan Jl. SMD - SS (Samarinda - Sanga Sanga) oleh PT.PP - PAL, KSO dimaisakan tiang listrik di bahu jalan Jl. Bung Tomo hingga menimbulkan risiko kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Pengguna Jalan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRACT

Purpose of this study is order to knowing better the legal of road users regarding to the existence of an electric pole in the Bung Tomo street Samarinda Seberang ( Regulated by Law Number 22 of 2009 about the traffic and road transport). The research methodology used in this writing is judicial empiric with analytical descrivtive qualitative. The author deliberately the issu of legal protection of road user on the road law.

Legal protection provided by the government through the Department of Public Works Government of East Kalimantan to road users in Samarinda Seberang  Bung Tomo Street Samarinda city in terms of the tasks and functions as the principal organizer for the occurrence of road traffic congestion and accidents due to road users of road construction leaving a power pole on the shoulder of the road , given the form of providing protection to the victim insurance funds and according to the rules.

In terms of legal protection as the title of this the relevant agencies either the Public Works East Kalimantan and PT . PLN ( Persero ) Samarinda area are expected to coordinate and synchronize the best execution of certain tasks this able to avoid either which hamper the smooth running of the program, work carried out by the relevant agencies as well as those undertaken by both parties ( contractors ) for the construction of Jl . SMD - SS ( Samarinda - Sanga Sanga ) by PT.PP - PAL , KSO which left a power pole on the shoulder of the road Jl . Bung Tomo pose a risk of traffic congestion so do traffic accidents .

Keywords:  Legal Protection, Road Users, Public Works Department of East Kalimantan Province.

1. PENDAHULUAN
Pembangunan jalan merupakan moda  transportasi utama yang berperan penting dalam pendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan menimbang pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwa, “jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum. Kemudian di pertegas kembali dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan “Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus. Pembangunan jalan yang diatur dalam dasar hukum diatas juga harus memperhatikan keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Penyelenggaraan dan penyediaan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan umum oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memenuhi dan memiliki tingkat keselamatan, kenyamanan dan memperhatikan kualitas lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan guna memenuhi hak pengguna jalan slayaknya. Pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan “wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan yakni meliputi penyelenggaraan jalan provinsi”. Sejalan dengan penyelenggaraan perbaikan berupa pelebaran dan peninggian badan jalan yang dilaksanakan di Jl. Bung Tomo Samarinda Seberang dimana klasifikasi jalan tersebut masuk pada kategori jalan provinsi sehingga merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
Penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, oleh karenanya mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan dan jembatan. Dalam upaya untuk membangun jalan dan jembatan secara umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan (termasuk jembatan).

Perbaikan dan pelebaran jalan di jalan Bung Tomo Samarinda Seberang Kota Samarinda perlu disertakan pelaksanaan relokasi terhadap tiang listrik yang menjadi penghambat arus lalu lintas, pula membahayakan bagi pengguna jalan, untuk itu penyelenggara jalan sebagai pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangan detiap instansi diharapkan menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan pembangunan prasarana infrasruktur jalan yang memenuhi rasa keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat pengunanya.
2. PERUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi pengguna jalan terkait keberadaan tiang listrik di jalan Bung Tomo Samarinda seberang Kota Samarinda ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) Persero Area Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta kontraktor PT (PP) PAL KSO terhadap keberadaan tiang listrik di jalan Bung Tomo Samarinda Seberang Kota Samarinda?

3.  METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku (behavior) anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat.
 Penelitian yang lebih banyak berinteraksi dengan kondisi dilapangan yang berhubungan dengan Perlindungan hukum terhadap pengguna jalan.
Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang Kota Samarinda, Dinas Pekerjaan Umum, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero  Area Samarinda, PT. Pembangunan Perumahan (PP) PAL KSO sebagai Kontraktor Pelaksana Pelebaran dan Semenisasi Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang. Bahan dan Alat Penelitian
Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan, data yang diperlukan meliputi data primer dan data sekunder.

1) Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berupa hasil observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait, yaitu : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Area Samarinda, Kontraktor Pelaksana Pelebaran dan Semenisasi Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang, Masyarakat Pengguna Jalan yang melintas di Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang Kota Samarinda.

2) Data Sekunder, adalah sumber data yan peneliti butuhkan diperoleh dari buku-buku, literatur, dan website/situs online. 

Tehnik Pengumpulan Data


Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, antara lain :

a. Metode wawancara dengan sumber data utama yaitu : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Area Samarinda, Kontraktor Pelaksana Pelebaran dan Semenisasi Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang, Masyarakat Pengguna Jalan yang melintas di Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang Kota Samarinda;

b. Metode observasi atau pengamatan langsung pada lokasi, yaitu pengguna jalan yang melintas di Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang Kota Samarinda.

c. Kepustakaan yaitu cara pengumpulan bahan masukan literature dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan apa yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini.

4. ANALISIS DATA

Analisi data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya penelitian bermasud untuk membuat (deskripsi) mengenai situasi-situasi dan kejadian-kejadian, selanjutnya berdasarkan materi bab per bab sehingga memudahkan penyusunan. Selanjutnya di analisis dan dijadikan dasar dalam membuat suatu kesimpulan terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan Terhadap Keberadaan Tiang Listrik Di Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang Kota Samarinda (Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi pengguna jalan terkait keberadaan tiang listrik di Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang Kota Samarinda.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventive maupun yang bersifat represive, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap pengguna jalan terkait keberadaan tiang listrik di bahu jalan sebagai akibat dari perbaikan jalan berupa pelebaran dan peninggian badan jalan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan demi terciptanya konsep hukum dimana hukum tersebut mampu memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, kepastian dan kedamaian yang mana konsep tersebut dapat berjalan demi memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jalan khususnya akibat pelaksanaan perbaikan jalan.

Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (1) terkait pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Perlindungan hukum adalah tempat perlindungan bagi setiap orang yang membutuhkan, dan perlindungan adalah suatu proses cara perbuatan untuk melindungi seseorang. Hukum adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang di buat oleh badan - badan resmi yang berwajib.
Usaha ketenagalistrikan dalam kaidah hukum ditentukan pada pasal 44 ayat (1) dimana setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, kemudian pada ayat (2) berbunyi bahwa ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi (a) andal dan aman bagi instalasi, (b) aman dari bahaya bagi manusia dan mahkluk hidup lainnya; dan (c) ramah lingkungan. 

PT. PLN (Persero) Area Samarinda sebagai pihak terkait, perihal timbulnya keluhan masyarakat pengguna jalan atas keberadaan tiang listrik di bahu jalan tersebut sesuai hasil penelitian langsung penulis, menyatakan bahwa keberadaan tiang listrik itu bukanlah merupakan kesalahan dari pihak PT. PLN (Persero) Area Samarinda, mengingat pelaksanaan pembangunan Jalan Samarinda-Sanga Sanga oleh Dinas Pekerjaan Umum. Begitu pula melaksanakan pembangunannya tersebut Dinas Pekerjaan Umum tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan PLN sebagaimana mestinya serta sesuai aturan yang berlaku berkaitan dengan keberadaan tiang-tiang listrik di daerah yang akan dilakukan perbaikan jalan.

Mengacu pada pasal 10 ayat (1) bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
b. Tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
c. Tidak mengganggu fungsi dan konsentrasi jalan serta bangunan pelengkapnya;
d. Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pangatur lalu lintas lainnya; dan
e. Sesuai dengan peraturan daerah dan/ atau peraturan instansi terkait.
Dengan uraian aturan di atas maka dapat dipahami bahwa seharusnya Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dalam realisasi perbaikan jalan harus terlebih dahulu mempertimbangkan keselamatan pengguna jalan. Tindakan tersebut merupakan tolak ukur utama yang harus dipersiapkan jauh sebelum terpilihnya kontraktor sebagai pelaksana pembangunan atau perbaikan yang dimaksud. Begitu juga hal nya dengan perbaikan berupa pelebaran sekaligus peninggian jalan di Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang oleh PT. PP-PAL,KSO, untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan pengguna jalan seharusnya pemerintah melaksanakan sterilisasi terhadap bangunan utilitas (berupa jaringan/tiang listrik) yang dapat mengganggu baik kelancaran arus lalu lintas maupun keselamatan masyarakat pengguna jalan yang melintas, juga masyarakat pemanfaat jalan.
Mengenai masalah kecelakaan lalu lintas yang menimpa pengguna jalan di Jl.Bung Tomo tersebut, pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai perpanjangan tangan langsung dari Pemeritah maupun secara khusus pemerintah provinsi selayaknya bertanggunggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan termaksud. Sebagaimana di atur dalam pasal 238 ayat (1) dan pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yakni :
a) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan;
b) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 239 ayat (1), yaitu :

a) Pemerintah mengembangkan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b) Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab pemerintah layaknya yang tertuang dalam aturan hukum diatas dapat dijadikan acuan utama oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Kal-Tim sebagai owner (pemilik) proyek pembangunan jalan Samarinda-Sanga Sanga dengan pelaksana proyek oleh PT.PP-PAL,KSO dalam upaya menjamin adanya perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jalan di Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang.
Berdasarkan penelitian lapangan yang penulis lakukan hal tersebut di benarkan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan wawancara langsung Ersani, S.T., M.Si. menyatakan bahwa bilamana benar terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut dan pengguna jalan yang menjadi korban melakukan klaim kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kal-Tim sebagai owner (pemilik) proyek, maka instansi PU akan bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku selama proses perbaikan dilapangan belum sepenuhnya rampung, terlebih atas keberadaan tiang listrik yang masih berdiri dibahu jalan hingga tercapainya upaya relokasi yang telah direncanakan.
2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh PT.PLN (Persero) Area Samarinda dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur serta Kontraktor (PT.PP-PAL,KSO) terhadap keberadaan tiang listrik di Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang Kota Samarinda.
a) Kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) Area Samarinda


Mengingat wewenang PT. PLN (Persero) Area Samarinda sebagai pemegang hak atas ketenagalistrikan, keberadaan tiang listrik di Jl. Bung Tomo yang telah mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan pada kasus tertentu menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pengguna jalan, maka selayaknya dilakukan relokasi terhadap tiang-tiang listrik yang masih berada di bahu jalan. Adapun kendala yang menghalangi tindakan PT. PLN (Persero) Area Samarinda dalam merealisasikan relokasi sesuai tugas pokok dan fungsi bidang terkait (Bidang Jaringan) sepenuhnya atas tiang-tiang tersebut yakni berupa tidak adanya anggaran pada tahun 2013 yang dikhususkan untuk menjalankan tanggung jawab merelokasi tiang-tiang tersebut.
b) Kendala yang di hadapi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur.


Sebagaimana pemerintah terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kal-Tim sebagai owner pembangunan Jl. Samarinda-Sanga Sanga, bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jalan terhadap keberadaan tiang listrik di Jalan Bung Tomo. Untuk itu dinas PU harus melakukan relokasi terhadap tiang listrik, dan juga rumah-rumah warga yang sangat dekat dengan bahu jalan, pasca pembangunan. Hal ini perlu dilaksanakan guna memenuhi asas penyelenggaraan jalan yang bermanfaat, serasi serta aman.
Penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Jalan Samarinda-Sanga Sanga hingga saat ini masih mengalami kendala antara lain; kurangnya koordinasi antara pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah (antar instansi), kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang sumber dananya dari APBN maupun APBD (misalnya sulitnya proses pembebasan lahan di sekitar jalan Bung Tomo ketika akan dilakukan pembangunan Jalan) dan masih belum selarasnya rencana pembangunan infrastruktur antar Provinsi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten. 
c) Kendala yang dihadapi PT. PP-PAL,KSO

Sebagai kontraktor pelaksana pembangunan Jl. SMD-SS berdasarkan hasil pengumuman lelang dan surat perintah mulai kerja dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kal-Tim, PT. PP-PAL,KSO dalam tanggung jawabnya merampungkan proyek pembangunan jalan sepanjang 18 km menemui kendala, seperti : Belum adanya kesepakatan antara pihak Dinas Pekerjaan Umum dengan warga pemilik bangunan sekitar perbaikan jalan dalam hal ganti rugi, hingga menyulitkan pihak kontraktor dalam menyelesaikan pengerjaan perbaikan secara total.

6. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyadari kurang maksimalnya sosialisasi  yang dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan Jl. Samarinda-Sanga Sanga secara khusus di daerah Jl. Bung Tomo Samarinda Seberang yang berdampak pada timbulnya gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas serta terjadinya kecelakaan pengguna jalan sebagai akibat dari keberadaan tiang listrik di bahu jalan. 

Dalam menyelesaikan masalah yang dialami para pengguna jalan, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan solusi perlindungan hukum sebagai bentuk tanggung jawab bagi korban kecelakaan yang diakibatkan pelaksanaan pembangunan Jl. Samarinda-Sanga Sanga sebagaimana diatur dalam Undang-undang berupa dana asuransi terhadap korban yang mengajukan klaim langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. 

Sebagai kontraktor pelaksana pembangunan Jl.Samarinda-Sanga Sanga, pihak PT. PP-PAL,KSO belum melaksanakan kewajibanya sebagai kontraktor sesuai isi kontrak yang disepakati dengan Dinas Pekerjaan Umum baik berupa tidak rampungnya pembangunan jalan mulai dari Stasiun. 00+000 – Stasiun. 18+000 maupun lewatnya batas waktu pelaksanaan seperti tertuang dalam data kontrak yakni hingga 31 Desember 2013.

Baik PT.PLN (Persero) Area Samarinda, maupun Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan relokasi tiang listrik dari bahu jalan ke tepian jalan, dimana sebisa mungkin tidak lagi membahayakan masyarakat pengguna jalan dalam berlalu lintas maupun warga sekitar tepi jalan akan bahaya yang mungkin mengancam keselamatan mereka.
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